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ABSTRAK

Penelitian tentang progresivitas hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum dan sesudah berlakunya SEMA
Nomor 3 Tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui bagaimana progresivitas hakim baik
sebelum mapun sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan
isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan dilakukan dengan cara deskriptif,
merupakan jenis penelitian lapangan (field research), adapun pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, dengan menggunakan
sumber data kepustakaan, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi, sementara untuk analisis data dilakukan setelah data
terkumpul melalui instrumen penelitian kemudian dilakukan analisa data dengan
menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengelompokkan dan
menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian dan dihubungan dengan studi kepustakaan
yang berupa dokumen-dokumen, literatur dan yurisprudensi, sehingga diperoleh jawaban
atas permasalahan yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, realitas pelaksanaan isbat nikah poligami terdapat 4
ketentuan yang dibahas; 1) Pertimbangan hukum penetapan isbat nikah poligami, 2) Alasan
dikabulkan permohonan isbat nikah poligami, 3) Analisis Hukum islam terhadap penetapan
isbat nikah poligami, dan 4) Implikasi hukum isbat nikah poligami. Persepsi hakim
terhadap isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA. Kedua, terhadap progresivitas
hakim sebelum adanya SEMA ditemukan 2 hal yang menjadi dasar hakim dalam
mengabulkan perkara isbat nikah poligami, yaitu dengan menggunakan beberapa metode
yaitu; Metode Argumentum Peranalogiam Terhadap Syarat Permohonan Isbat Nikah
Poligami, dan 2) Metode Interpretasi Teleologis dalam Menolak atau Tidak Menerima
Permohonan Isbat Nikah Poligami. Ketiga, terhadap progresivitas hakim dalam
pelaksanaan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA, terdapat 2 metode yang
digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami, yaitu; 1)
Metode Hermeneutika Hukum dan 2) Metode Mengesampingkan hukum.

Pelaksanaan Isbat nikah poligami di Pengadilan Agama, penting untuk dilakukan
pengkajian kembali terhadap aturan yang mengaturnya agar terlindungi hak-hak dari para
pencari keadilan, serta ada baiknya mengatur secara khusus terhadap pelaksanaan isbat
nikah poligami agar tidak terjadi perbedaan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh
majelis hakim yang memeriksa perkara.

Kata Kunci: Progresivitas, Hakim dan Isbat Nikah Poligami
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Pendahuluan

Salah satu ketentuan dalam peristiwa perkawinan yang banyak dilanggar dalam Islam
yaitu tentang pencatatan perkawinan, sehingga dengan tidak dicatatkannya perkawinan
meskipun perkawinan yang dilakukan itu sah dalam Islam tetap saja secara hukum negara
perkawinannya dianggap tidak sah. Oleh sebab itu dengan tidak dicatatkannya perkawinan
tersebut maka pasangan yang menikah dengan tidak tercatat akan menemui kembali
masalah selanjutnya yaitu dengan proses isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan
sebelumnya demi untuk mendapatkan buku nikah.

Kemelut dari adanya pengajuan isbat nikah ini berawal dari perkawinan yang
dilakukan dengan tidak memperhatikan dan bahkan mengabaikan syarat dan rukun
perkawinan, sehingga sampai dengan saat ini rukun dan syarat perkawinan masih banyak
dilanggar oleh masyarakat di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia
adalah dengan menertibkan pencatatan nikah, sehingga dengan adanya pencatatan nikah ini,
sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum
terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu saat nanti
terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain
sebagainya.

Pencatatan perkawinan sering diabaikan oleh masyarakat yang melakukan perkawinan
terutama dalam kondisi perkawinan mendesak. Bahkan sebagian masyarakat ada yang
sebenarnya mengetahui tentang akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan tetapi
masih tetap mengabaikan begitu saja yang pada akhirnya suatu saat nanti tetap juga
membutuhkan legalitas dari perkawinan yang telah dilakukan sehingga isbat nikah menjadi
salah satu alternatif yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mendapatkan buku
nikah pada saat itu.

Itsbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut
syariat agama Islam, namun tidak perkawinannya dilakukan dengan tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama (KUA) tempat mereka melangsungkan perkawinan. Menurut Prof. Dr. H.
Satria Effendi M. Zein' ada kesamaan perspektif dikalangan praktisi hukum, khususnya
hakim Pengadilan Agama,

sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum
agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut
diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (rechtszekerheid).

Tujuan dari pelaksanaan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah ataupun
buku nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia, misalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2
ayat (1) Pasal 2 ayat (2); 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum

'Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2005,
cet. 1), h 1.
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masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut perundang-undangan yang berlaku. ? Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan juga dalam Pasal 5; 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam, setiap perkawinan harus dicatat, 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor:
22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954; 2

Selanjutnya terhadap aturan tentang pelaksanaan Isbat Nikah pada dasarnya telah
terdapat pula dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai
Pencatat Nikah;

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan
Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan;

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

b) Hilangnya Akta Nikah.

c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun
1974.

e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

Pelaksanaan isbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti
yang telah dijelaskan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebab isbat nikah hanya di
izinkan bagi pasangan suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan
memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum figh pernikahan itu telah
sah.

Berbagai fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di
lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan bahkan melanggar apa
yang telah ditentukan oleh undang-undang, salah satunya perkawinan yang tidak dicatat
tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Padahal salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya
penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia, namun
nyatanya meskipun undang-undang ini telah ada pelanggaran perkawinan tetap saja terjadi,
Khusus untuk isbat nikah sendiri yang sering terjadi misalnya permohonan isbat nikah

2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

® Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia.

* Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia.
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terhadap pernikahan di bawah umur dan ada juga isbat nikah terhadap perkawinan
poligami.

Pada prinsipnya isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah
dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN
yang berwenang, adapun istilah lain yang juga sempat digunakan dalam sistem peradilan
agama yaitu tentang isbat nikah poligami. Adapun yang dimaksud dengan isbat nikah
poligami adalah pengesahan atas perkawinan yang dilakukan secara siri dengan perempuan
lain tetapi saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, dilangsungkan
menurut syariat agama Islam tetapi tidak dicatatkan perkawinannya oleh pejabat yang
berwenang®.

Meskipun dalam pasal 7 KHI tidak ada penjelasan tentang isbat nikah poligami, tetapi
secara teknis yustisial memang dibenarkan dan sekaligus dimungkinkan untuk menerima,
memeriksa dan mengabulkan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal
dengan nama Buku Il yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari
suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan
tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum
pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan
alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri
bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak
permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama, atau suami, istri masing-
masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami
atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak
mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan
terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3)
tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah
dengan perempuan lain maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam
perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri
terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. ®
Berdasarkan penjelasan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama atau pada Buku Il, menunjukkan adanya ketentuan yang membolehkan
isbat nikah poligami dengan syarat harus mendudukkan istri terdahulu sebagai salah satu
pihak dalam permohonan isbat nikah. Sehingga ketentuan inilah yang digunakan sebagai

® Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan.

®Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (MARI,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), h.144-145.
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dasar majelis hakim untuk memeriksa dan mengabulkan perkara isbat nikah poligami di
Pengadilan Agama.

Isbat nikah poligami yang diajukan permohonannya pada wilayah Pengadilan Tinggi
Agama Gorontalo merupakan bentuk penyelamatan terhadap kepentingan masyarakat para
pencari keadilan khsusunya kepentingan anak hasil perkawinan poligami yang tidak
tercatat. Selama perkawinan diyakini oleh majelis hakim telah dilakukan sesuai dengan
hukum Islam maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa dapat melakukan
penetapan dan mengabulkan permohonan yang diajukan.

Proses permohonan isbat nikah poligami untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo memang tidak ada masalah dalam pelaksanaanya sampai dengan adanya
penetapan yang berkekuatan hukum tetap, sebab pelaksanaannya masih dibenarkan dalam
sistem Peradilan Agama. Namun sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana
dalam poin Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum
Keluarga salah satu pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa
“Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk
kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan
anak dapat diajukan permohonan asal usul anak™”.

Permasalahan yang muncul disaat berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018 khususnya
tentang pelaksanaan isbat nikah poligami adalah tidak dibenarkan lagi untuk mengabulkan
perkara Isbat nikah poligami dengan alasan apapun, sehingga hal tersebut menimbulkan
dilema bagi majelis hakim dalam menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan
isbat nikah poligami atas dasar nikah siri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa dalam memeriksa dan memutus
perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
Berdasarkan semangat proklamasi, falsafah pancasila dan hukum dasar konstitusi UUD
1945, tugas dan tanggung jawab hakim secara utuh adalah memberi perlindungan kepada
pencari keadilan yang di dalamnya terkandung secara rinci tugas pokok dan fungsi hakim
dalam proses peradilan. Tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan meliputi
seluruh tindakan hakim dalam semua fungsi mulai dari melakukan dading, konstatiring,
kualifisiring, konstituring, dan eksekutoring. ®

"Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

®H.A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan
Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 204.
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Melalui kewenangan ex officio, hakim wajib menjalankan tugas dan fungsi tersebut
demi mewujudkan tujuan proses peradilan, yaitu: untuk memberi perlindungan hukum dan
keadilan secara nyata kepada para pencari keadilan, melalui proses peradilan yang
sederhana cepat dan biaya ringan dengan putusan yang berkeadilan dan eksekutabel. °

Tugas dan tanggung jawab hakim memeriksa perkara perdata di persidangan dalam
rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses
peradilan dimaksud terkandung di dalamnya tugas-tugas yang meliputi:

a. Memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pihak pencari keadilan yang
menurut hukum dan keadilan memegang diperlukan bagi yang bersangkutan dalam
rangka penyelesaian perkara, tanpa harus diminta dan tanpa diskriminasi.

b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan secara prima kepada para pencari
keadilan.

c. Membantu pencari keadilan dengan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
tercapainya proses peradilan dan eksekusi yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Menyelesaikan sengketa antara para pihak dan memulihkan hubungan sosial mereka.
Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya.
Memberi putusan yang bermutu, tepat, tuntas, final dan eksekutabel. *°

Q@ —~oa

Majelis hakim merupakan ujung tombak penegakkan hukum dalam sistem peradilan di
Indonesia diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pencari keadilan dan
dapat memberikan putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam proses pelaksanaan
isbat nikah poligami seperti ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap
berbagai pandangan hakim tentang perbedaan dan perubahan aturan yang ada saat ini
ditemukan bahwa para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pun masih
belum satu pemahaman tentang pelaksanaan isbat nikah poligami. Sehingga dengan
perbedaan pemahaman inilah para hakim harus mampu melihat masalah tersebut secara
utuh dan benar-benar memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana progresivitas hakim di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo terhadap adanya perubahan aturan pelaksanaan ishat
nikah poligami menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018
tentang ketentuan Isbat Nikah Poligami. Ketentuan tentang isbat nikah poligami ini
sebelumnya dibolehkan tetapi saat ini dibatasi pada syarat-syarat tertentu. Perubahan aturan
ini kembali merubah arah pemikiran hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan
perkara isbat nikah poligami, sehingga memungkinkan adanya perbedaan pemahaman

*H.A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan
Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”, h. 204

H.A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem
Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”, h. 204.
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diantara para hakim yang memeriksa, sehingga terjadi perbedaan pandangan terhadap
aturan ini tentang boleh tidaknya ini diterapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

Khusus untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berdasarkan hasil
penelitian terdapat 3 perkara yang pernah diajukan permohonan isbat nikah poligami dan
dikabulkan permohonannya dengan beberapa pertimbangan antara lain; demi kepentingan
yang terbaik dan masa depan anak hasil nikah siri dan yang paling terpenting terpenuhinya
rukun dan syarat perkawinan saat melakukan perkawinan secara siri, para pihak memiliki
kepentingan yang mendesak untuk dilakukan, dan para pihak telah setuju dan tidak
keberatan terhadap perkawinan poligami yang pernah dilakukan.

Pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan persoalan isbat nikah
poligami inilah yang menjadi dasar untuk dapat dikabulkan atau tidak perkara isbat nikah
poligami. Terkadang hakim lebih banyak yang mengikuti aturan yang memang sudah
ditentukan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan lain yang
mengaturnya, tetapi ada pula hakim yang memang memiliki pemikiran baru dan
mengabaikan aturan yang memang telah ditentukan. Khusus untuk perkara isbat nikah
poligami pada prinsipnya tidak diatur secara jelas dalam aturan undang-undang
perkawinan, kompilasi hukum Islam maupun dalam aturan lainnya, isbat nikah poligami
hanya dikuatkan melalui SEMA dan PERMA yang pada akhirnya semua pertimbangan
hukumnya dikembalikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut.

Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ternyata belum juga dapat menjamin
kepentingan terbaik bagi para pihak pencari keadilan, oleh sebab itu meskipun SEMA ini
telah ada dan berlaku sejak Tahun 2018 dan tidak membolehkan lagi mengabulkan isbat
nikah poligami tetapi masih ada juga hakim yang mengabulkan permohonan Ishat Nikah
Poligami di Tahun 2019 di Pengadilan Agama Gorontalo, meskipun dalam pertimbangan
hukumnya majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya poligami dalam perkara
tersebut tetapi dengan dikabulkannya permohonan isbat nikah maka dengan sendirinya
poligami pun telah terjadi pada perkawinan tersebut.

Dalam suatu perkara termasuk perkara isbat nikah poligami, semua dikembalikan pada
pertimbangan hakim yang memeriksa, jika hakimnya berani mengambil langkah untuk
mengabulkan maka hakim tersebut memiliki pertimbangan sendiri meskipun ada aturan
yang tidak membolehkan lagi. Sebab para hakim prinsipnya dalam memutuskan
mempertimbangkan berbagai alasan yang melatarbelakangi diajukannya perkara ishat nikah
poligami dan syarat sahnya perkawinan dinilai telah terpenuhi sehingga dikabulkan.

Perbedaan terhadap beberapa putusan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian
ini, merupakan salah satu hasil kerja dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut.
Hakim diberikan kewenangan secara penuh untuk melakukan terobosan hukum meskipun
telah ada aturan jelas yang mengaturnya, sebab pada dasarnya aturan merupakan standar
dalam menangani suati perkara dan pertimbangan hukumnya dikembalikan kepada hakim
itu sendiri. Sehingga hakim yang pemikirannya sangat tekstual akan sangat sulit untuk
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melakukan terobosan terhadap pertimbangan dalam putusannya dibandingkan dengan
hakim yang pemikirannya kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk
melihat bagaimana progresivitas hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami di
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo baik sebelum maupun setelah berlakunya
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada prinsipnya dapat dinilai hampir tidak ada
perbedaan yang mendasar.

Penelitian tentang progresivitas hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebelum dan sesudah berlakunya SEMA
Nomor 3 Tahun 2018, bertujuan untuk mendeskripsikan realitas pelaksanaan Isbat Nikah
Poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan untuk mengetahui
pertimbangan putusan hakim dan progresivitas hakim sebelum dan sesudah berlakunya
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaltu kata-kata dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.t ! Adapun jenis penelltlan yang akan
digunakan dalam peneltian ini adalah Penelitian studi kasusu (case study) yaitu suatu
penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi,
lembaga atau gejalan tertentu, serta berusaha untuk mempertahankan keutuhan (wholenes)
dari objek.* Dengan demikian maka penelitian ini lebih memfokuskan pada progresivitas
hakim terhadap lahirnya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang didalamnya terdapat salah satu
ketentuan tentang tidak dibolehkannya lagi mengabulkan perkara isbat nikah poligami atas
dasar perkawinan siri yang diajukan di Pengadilan Agama termasuk di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yaitu; data yang diperoleh langsung dari
masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Sementara untuk teknik
pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi.
Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih dalam
untuk menjamin keakuratan data dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan,
teori dan konsep. Kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke
dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang akan menjawab
permasalahan yang diteliti

1 |exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
h. 157
25uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 114.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

Potret Isbat Nikah Poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Permohonan isbat nikah poligami pada dasarnya merupakan perkara yang didalamnya
merupakan perkawinan yang dilakukan secara sirri dengan istri kedua atau poligami, tidak
tercatat dan perkawinan itu awalnya dilakukan tanpa persetujuan istri pertama atau dapat
juga sudah diketahui istri pertama tetapi tidak mendapatkan izin Poligami secara resmi
melalui Pengadilan Agama. Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah
masyarakat khususnya di Gorontalo terdapat banyak ragam dan bentuk dalam
pelaksanaanya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari
Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun
tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri.

Seiring berjalannya waktu persoalan isbat nikah poligami menjadi salah satu perkara
yang juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dengan mendasarkan
pelaksanaannya pada aturan yang sama dengan pelaksanaann isbat nikah pada umumnya
yaitu Pasal 7 Ayat 2 dan 3 KHI yang diberikan solusi itsbat nikah pernikahan Siri/dibawah
tangan namun terbatas pada perkawinan sebelum Undang-Undang perkawinan
diundangkan.

Sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 7 Tahun 2012,
hasil rapat pleno kamar Agama bahwa perkawinan siri (tidak tercatat) mendapat tempat
untuk diisbatkan diperluas jangkauanya melalui SEMA, bahwa prinsipnya nikah siri dapat
diistbatkan (disahkan) melalui penetapan Pengadilan Agama sepanjang tidak melanggar
Undang-Undang. Perluasan makna pada Pasal 7 ayat (1) dan dan (2) KHI, kekuatan hukum
penetapan istbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah. Hal itu merupakan solusi
keadilan sebagai upaya perlindungan hukum.

Pelaksanaan isbat nikah kumulatif poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3
Tahun 2018 para hakim yang ada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
khususnya yang menangani perkara tersebut pada prinspinya mengabulkan perkara ini
sepanjang kepentingannya untuk upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak
dalam memperoleh haknya, apalagi selama perkawinan tersebut pihak istri sah telah
mengetahui namun tidak pernah mengajukan/menyampaikan keberatan, dalam artian para
pihak tidak ada yang keberatan, dan apalagi permohonan ishat yang diajukan oleh anak atas
orangtuanya dengan alasan untuk memperoleh haknya misalnya warisan.

Khusus untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perkara isbhat nikah
kumulatif poligami memang tidak sebanyak perkara isbat nikah biasa, namun terdapat
beberapa perkara isbat nikah poligami yang pernah ditangani di Pengadilan Agama baik
yang ditangani sebelum dan setelah adanya SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Rumusan kamar
Agama poin 8 yang menyatakan bahwa “permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar
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nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat di
terima. untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.
Adapun Pengadilan Agama yang pernah menangani perkara isbat nikah poligami ini antara
lain Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Marisa, dan Pengadilan Agama
Kwandang, adapun perkara yang pernah ditangani itu sebagai berikut:

Tabel 1
Perkara Hasil Penelitian
. P dil Seb s Status
Kelima perkara tersebut merupakan Perkara eéngadiian eo. €S- | perkar
. PP Menangani | SEMA | SEMA
perkara yang pernah ditangani di wilayah a

hukum  Pengadilan Tinggi Agama Nomor: Pengadilan

Gorontalo yang terdapat di tiga | 1| 357/PdtG/20|  Agama \ Kabul
Pengadilan Agama, sementara untuk 19/PAGHo | Gorontalo
Pengadilan Agama Limboto, Pengadilan Nomor: Pengadilan

gadifan Ag » Feng 2| 306/PdtGl20|  Agama v Cabut
Agama Tilamuta dan Pengadilan Agama 20/PAGHo | Gorontalo
Suwawa selama ini belum pernah Nomor: Pengadilan

menerima dan memeriksa perkara isbat | 3| 116/Pdt.G/20 Agama v Kabul
nikah poligami. 18/PA.Msa Marisa
Nomor Pengadilan

Sebelum adanya Surat Edaran | * 0?3,/;)2,\(,,;/;0 ':‘/Ig;?;;‘ v Kabul
Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun Nomor Pengadilan

2018 tentang Pemberlakuan Rumusan | 5| 2o9/pdtp/20| Agama N Kabul
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah 19/PAKwd | Kwandang

Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pelaksanaan isbat nikah poligami masih dilaksanakan
di Pengadilan Agama sebagaimana mestinya khususnya sebelum Tahun 2018, meskipun
tidak banyak yang mengajukannya, namun perkaranya dikabulkan oleh majelis hakim yang
memerika perkara tersebut sebagaimana yang dilakukan di Pengadilan Agama Marisa.

Begitupun sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun
2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun
2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Meskipun telah ada aturan
yang tidak membolehkan mengabulkan perkara isbat nikah poligami meskipun demi
kepentingan terbaik bagi anak, tetapi Pengadilan Agama Gorontalo berhasil mengabulkan
perkara isbat nikah di Tahun 2019 yang yang sebelumnya dilakukan secara siri dengan istri
kedua (poligami), meskipun dalam putusan majelis hakim tidak menetapkan peristiwa
poligami tetapi secara tidak langsung perkawinan poligami telah sah dilakukan. Adapun
perkara isbat nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo di Tahun 2020
dengan status perkaranya dicabut dengan alasan bahwa setelah dilakukan mediasi ternyata
keduanya telah memiliki petikan pendaftaran nikah di KUA sehingga perkaranya dicabut
dan tidak dilanjutkan.
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Sementara untuk perkara isbat nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama
Kwandang di Tahun 2019 merupakan perkara murni diajukan isbat nikah biasa, dengan
alasan bahwa Pemohon | yang merupakan suami telah bercerai dengan istri sebelumnya,
sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak
didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena satus Pemohon | pada saat itu masih
beristri namun sudah resmi bercerai pada Tahun 2018. Meskipun perkara ini diajukan
sebagai perkara isbat nikah tetapi penetapan nikah yang dilakukan oleh majelis hakim
merupakan penetapan nikah yang dilakukan oleh para Pemohon pada saat Pemohon | masih
berstatus beristri, sehingga secara tidak langsung penetapan nikah yang dilakukan
menetapkan perkawinan poligami.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2018 telah melarang pelaksanaan
isbat nikah poligami yang perkawinannya dilakukan secara siri, meskipun hal ini diajukan
demi kepentingan anak. Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja
dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan
para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak
yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa
dicatatkan perkawinannya, adalah anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan
hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya,
dengan kata lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan
bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan
perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini
memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan
perempuan dan anak-anak.

Kondisi seperti inilah yang pada akhirnya menjadikan perbedaan pandangan di
kalangan hakim itu sendiri terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami, disatu sisi para
hakim memikirkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak hasil perkawinan, tetapi
disisi lain ada aturan yang kemudian tidak membolehkan lagi hingga akhirnya beberapa
hakim tidak lagi menggunakan hak nya untuk mengabulkan karena mengikuti aturan yang
telah ditetapkan. Namun, ada pula hakim yang memilih untuk mengesampingkan hukum
dengan pertimbangannya secara pribadi, terbukti bahwa ada putusan Tahun 2019 di
Pengadilan Agama Gorontalo yang mengabulkan isbat nikah poligami. Dengan perbedaan
pandangan hakim ini sebenarnya merupakan suatu kemajuan dalam sistem peradilan di
Indonesia khsusunya tentang persoalan pertimbangan hukum. Bagi hakim yang bersikap
tekstual akan sulit untuk mengabulakan perkara isbat poligami, namun bagi hakim yang
bersikap kontekstual akan lebih mudah untuk mengabulkan perkara karena memiliki
pertimbangan sendiri dalam mengabulkan perkara.

Realitas Pelaksanaan Isbat Nikah Poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo
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Salah satu bentuk produk Pengadilan Agama adalah Itsbat (penetapan), dalam arti
bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdictio voluntair.
Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada
pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara
voluntair adalah perkara sifathnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa,
sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali
kepentingan undang-undang menghendaki demikian.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan dengan pertimbangan
mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk
mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi
yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan
kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri. Meskipun pada dasarnya
lebih banyak yang melakukan Isbat nikah karena perkawinan sebelumnya dilakukan secara
sirri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 4 perkara yang dikabulkan
dalam pelaksanaan Isbat nikah poligami khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan ishat nikah poligami merupakan penetapan
perkawinan yang sekaligus dilaksanakan dengan penetapan Poligami di dalamnya. Khusus
untuk wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo perkara ini merupakan perkara yang
jarang sekali diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan, meskipun banyak terjadi di
masyarakat. Isbat nikah poligami seperti ini, sebelumnya dilakukan oleh pasangan secara
diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama atau dilakukan secara sirri tetapi kemudian
menjadi permasalahan dikemudian hari akibat dari adanya adanya anak keturunan yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu permohonan isbat nikah poligami yang
diajukan ke Pengadilan Agama dilakukan demi kepentingan anak dan juga untuk legalitas
perkawinan.

1. Pertimbangan hakim terhadap penetapan Isbat Nikah Poligami di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo
Tiga perkara ini yaitu Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, Perkara Nomor
116/Pdt.G/2018/PA.Msa dan Perkara Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa, merupakan perkara
yang jenis perkaranya sama tetapi bentuk penyelesaian perkara ini berbeda, perbedaan
ketiga perkara ini terlihat dari proses penyelesaiannya yang berbeda salah satu perkara
merupakan perkara yang diselesaikan sesudah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dua
diantaranya diselesaikan sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Adapun dalam penetapan Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, setelah majelis
hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah
dihadapkan di Persidangan, maka majelis hakim telah memutuskan yang telah dituangkan
dalam bentuk penetapan yaitu mengabulkan Permohonan para Pemohon dan menyatakan
perkawinan antara Pemohon | dan Pemohon Il adalah sah, namun penetapan ini tidak
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diikuti dengan penetapan izin poligami hanya mengesahkan saja perkawinan kedua adalah
sah. Meskipun begitu secara tidak langsung majelis hakim telah mengabulkan permohon
isbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pemohon, yang disebabkan adanya poligami
dalam perkawinan tersebut.

Begitupun dengan perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Msa, berdasarkan pertimbangan
majelis hakim yang memeriksa perkara ini setelah melakukan pemeriksaan terhadap
perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadapkan di Persidangan, maka majelis
hakim telah memutuskan yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan yaitu
mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dan menetapkan harta bersama
antara Pemohon | dan Termohon. Dan dalam Perkara Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa
berdasarkan penetapannya, setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap
perkara, bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadapkan di Persidangan, maka majelis
hakim telah memutuskan yang telah dituangkan dalam bentuk penetapan yaitu dengan
mengabulkan permohonan pemohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon
dengan menetapkan harta bersama Pemohon | dan Termohon.

Sementara untuk perkara Nomor 209/Pdt.P/2019/PA.Kwd merupakan perkara murni
isbat nikah tanpa ada penetapan poligami didalamnya dan perkara ini diselesaikan setelah
adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, padahal berdasarkan fakta persidangan perkawinan
tersebut dilakukan dengan salah satu pihak yang masih terikat dengan perkawinan yaitu
Pemohon | yang merupakan suami. Tetapi karena disaat mengajukan permohonan isbat
nikah ini perkawinan sebelumnya telah putus atau telah bercerai. Sehingga dalam
penetapannya Majelis Hakim menetapkan tentang isbat nikah dari para Pemohon.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keempat perkara tersebut
ditemukan fakta-fakta yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan
memutus perkara kumulasi permohonan ini. Fakta-fakta yang terdapat dalam salinan
putusan yang telah diamati serta melakukan wawancara terhadap para hakim yang pernah
melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dan perkara serupa. Didalam salinan putusan
tersebut ditemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sesuai dalam isi permohonan
pemohon. maka telah terbukti permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebuah
permohonan izin poligami dan isbat nikah poligami, sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 4 ayat (2) huruf (c) jis, pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) (c) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo, pasal 55 ayat 2 jis, pasal 57 huruf (c) jis, pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam.

Pandangan salah satu hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam proses telah terjadi
perkawinan sirri sebagaimana dalam ketiga kasus tersebut diatas maka dibolehkan untuk
mengajukan isbat nikah poligami yang penting syarat dan ketentuan yang mengaturnya
terpenuhi. Begitu pun dengan syarat yang ada yaitu mendudukan istri terdahulu sebagai
pihak dalam hal ini sebagai Termohon juga merupakan syarat yang wajib untuk dilakukan.
Seperti inilah yang juga telah dipraktikkan dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan
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Agama yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo khususnya yang pernah
menangani perkara seperti ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan salah satu hakim yang pernah
menangani perkara isbat nikah poligami ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian
perkara isbat nikah poligami di lingkungan Pengadilan Agama para hakim lebih melihat
pada kepentingan yang dibawa oleh pihak yang mengajukan isbat nikah poligami. Seperti
halnya dalam perkara yang pernah ditangani oleh salah satu hakim tersebut menunjukkan
pertimbangan hukum yang paling utama tentang tidak keberatannya istri pertama dalam
pengajuan isbat nikah poligami sehingga dengan kondisi seperti ini maka dimungkinkan
untuk mengabulkan isbat nikah poligami.

Pertimbangan hakim dalam menerima izin poligami terhadap ketiga perkara tersebut
dirasa telah tepat jika dilihat berdasarkan pendekatan secara sosiologis, sebab ketiganya
memiliki alasan yang logis, demi kemaslahatan perkawinan dan demi kepentingan anak-
anak hasil perkawinan. Namun jika dilihat secara hukum positif di Indonesia sebenarnya
perkawinan seperti ini telah melanggar ketentuan dalam aturan hukum positif di Indonesia,
yaitu dengan melakukan perkawinan yang tidak tercatat. Begitupun jika dilihat secara
kemampuan ekonomi para Pemohon | semuanya memiliki penghasilan yang dirasa tidak
cukup untuk menghidupi 2 orang istri, tetapi perkawinan ini terlanjur telah dilangsungkan.
Sebagaimana yang tertuang dari dalam pasal 58 Komplasi Hukum Islam menyebutkan
bahwa “adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak mereka”. Seharusnya hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan
Agama Marisa yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak dapat mengabulkan izin
permohonan poligami tersebut, karena bisa dirasakan kurang dalam memenuhi kehidupan
rumah tangga kedua istri pemohon beserta anak-anak mereka tetapi pertimbangan tersebut
lebih melihat pada kepentingan anak hasil perkawinan dan kemasalahatan perkawinan yang
telah dilakukan.

Sementara untuk isbat nikah dan penetapan terhadap harta bersama dapat dinilai
pertimbangan hakim sangat tepat sekali dalam memberikan penetapan tersebut,
dikarenakan pihak istri kedua ingin memiliki kepastian hukum dari perkawinanya dengan
Pemohon | dan untuk kepastian dan jaminan hukum bagi anak-anak yang terlahir dari
perkawinanya bersama para Pemohon |. Dengan demikian maka isbat nikah poligami
sebagaimana yang ada dalam ketiga perkara ini merupakan perkara yang memiliki alasan
yang cukup untuk diajukan dan dikabulkan.

2. Alasan Dikabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami

Pengajuan perkara isbat nikan poligami ini disebabkan oleh 2 faktor yaitu perkawinan
tidak tercatat dan poligami tanpa izin poligami. Izin poligami adalah izin yang diberikan
pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan izin poligami
pernikahan kedua, ketiga atau keempat mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan isbat
nikah adalah penetapan kebenaran (keabsahan) nikah. Sedangkan penetapan anak adalah
penetapan kebenaran (keabsahan status anaknya) dari pernikahan istri yang kedua.
Pemohon dalam permohonannya mengajukan ketiga perkara ini secara bersama-sama atau
bisa disebut kumulasi permohonan.
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Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keempat perkara Isbat nikah poligami
yang pernah diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo, Pengadilan Agama Marisa, dan
Pengadilan Agama Kwandang ini menunjukkan adanya perbedaan terhadap alasan-alasan
yang diajukan. Selain itu berbeda pula tahun pengajuannya, 2 perkara diajukan sebelum
berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan 2 perkara lainnya diajukan sesuah adanya
SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa banyak faktor terjadinya perkawaninan
siri hingga menimbulkan adanya pengajuan isbat nikah di pengadilan agama. Khusus isbat
nikah poligami alasan-alasan yang dapat dikabulkan memang harus tepat dan bukan alasan
yang tidak dapat dibuktikan. Selama ini dalam proses persidangan perkara isbat nikah
poligami sebagaimana yang ada dalam 3 perkara yang sebelumnya dibahas ditemukan
ternyata ketiga perkara tersebut memiliki alasan yang cukup beragam, ada yang
mengajukan karena kepentingan administrasi haji, untuk mendapatkan legalitas perkawinan
dan juga untuk mendapatkan pengakuan terhadap anak hasil perkawinan.

Adapun alasan-alasan diajukannya perkara isbat nikah poligami sebagaimana dalam 4

perkara yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah:
1) Untuk pengurusan dokumen pelaksanaan ibadah haji

Berdasarkan hasil pertimbangan majelis hakim dalam menganalisa permasalahan ini
maka alasan yang diajukan oleh para Pemohon dipertimbangan dengan mengedepankan
faktor manusiawi yang lebih cenderung kepada moral jastic untuk mencapai rasa keadilan
pada hal-hal tertentu, dalam arti bahwa keadilan itu lebih terukur pada pihak pencari
keadilan apalagi pihak termohon tidak mempermasalahkannya, oleh karena tujuan
permohonan pemohon untuk pelaksanaan ibadah haji yang akan dibutuhkan khusus dalam
pelaksanaan tersebut dan juga memperhatikan umur para pemohon | dan termohon
tergolong telah uzur sehingga kepastian hukum atas perkawinan yang kedua tertutup pintu
untuk disalahgunakan pada urusan yang lain, dengan demikian, maka majelis hakim
berpendapat permohonan pemohon beralasan hukum dan patut untuk diterima. Namun
demikian dalam perkara ini terdapat beda pendapat dalam proses musyawarah Majelis
Hakim, sehingga terjadi voting suara terbanyak, halmana ketua majelis kalah suara dan
harus mengikuti hakim anggota.

Tujuan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il dalam perkara Nomor:
357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo melakukan isbat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah haji,
maka dalam hal itu harus merujuk pada pasal 4 peraturan pemerintah Nomor: 29 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor: 14 tahun 2012 tetang
penyelenggaraan ibadah haji regular. Dalam Pasal ini buku nikah disebut sebagai alternatif
sehingga masih dapat dipenuhi oleh surat yang lain, dalam hal ini adalah ijazah atau surat
kenal lahir, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, ketua majelis berpendapat
permohonan pemohon tidak beralasan hukum, namun dengan alasan kemanusiaan dan
pemikiran positif hakim bahwa tidak akan mungkin buku nikah akan disalahgunakan
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dengan alasan kedua Pemohon dan juga Termohon telah berusia lanjut sehingga
Permohonon Isbat Nikah ini dikabulkan.

2) Untuk mendapatkan legalitas perkawinan

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan dalam proses persidangan yang telah
dilakukan, maka alasan utama dari permohonan Isbat nikah poligami yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon Il dalam perkara Perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Msa adalah
untuk mendapatkan legalitas atas perkawinan yang telah dilakukan oleh keduanya yang
sebelumnya dilakukan dengan tidak tercatat. Alasan permohonan ini telah didukung oleh
bukti dan fakta yang menyatakan bahwa Termohon memang telah memberikan izin untuk
berpoligami kepada Pemohon | tetapi pada saat proses perkawinan tersebut Termohon
memang tidak menghadiri proses perkawinan kedua tersebut, namun syarat sah perkawinan
telah terpenuhi secara Islam.

Selain alasan untuk mendapatkan legalitas terhadap perkawinan yang telah dilakukan
antara Pemohon | dan Pemohon IlI, alasan lainnya berdasarkan pertimbangan hakim
sehingga mengabulkan permohonan perkara ini karena Pemohon 1 dinilai memiliki
penghasilan yang cukup dan telah meyakinakan dapat berlaku adil untuk berpoligami. Oleh
karena permohonan ini dibarengi pula dengan adanya permohonan penetapan harta bersama
yang telah didapatkan oleh Pemohon | dan Termohon maka kemudian permohon ini juga
dikabulkan demi untuk memisahkan antara harta bersama yang didapatkan bersama dengan
istri pertama dan juga dengan istri kedua.

3) Istri Belum memiliki keturunan dan Jaminan dapat berlaku adil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan fakta-fakta bahwa selain
alasan untuk mendapatkan legalitas perkawinan perkara ini juga menjamin dapat berlaku
adil dan alasan lainnya yaitu istri pertama belum memberikan keturunan. Pemohon | dalam
Perkara Nomor 083/Pdt.G/2017/PA.Msa juga menjamin dapat berlaku adil, mampu
memenuhi kebutuhan kedua istri dan anak-anak hasil perkawinan, sementara untuk
keinginan Pemohon | menikahi wanita tersebut direstui dan disetujui oleh Termohon,
demikian pula orang tua dari Termohon telah merestui perkawinan tersebut, dengan
demikian maka perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon Il dapat
diterima dan ditetapkan sebagai perkawinan poligami dengan alasan-alasan tersebut diatas.

4) Perkawinan sebelumnya telah putus

Berdasarkan  hasil ~ penelitian yang telah  dilakukan terhadap = Nomor
209/Pdt.P/2019/PA.Kwd merupakan perkara yang diajukan dengan alasan untuk
mendapatkan legalitas perkawinan dan juga alasan perkawinan sebelumnya telah putus atau
dengan kata lain Pemohon | tidak lagi terikat perkawinan dengan istri sebelumnya,
meskipun pada dasarnya perkawinan yang dilakukan antara Pemohon | dan Pemohon 1I
merupakan perkawinan yang dilangsungkan disaat Pemohon | masih terikat perkawinan
dengan istri pertama. Dengan demikian akibat dari telah adanya perceraian antara Pemohon
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I dengan istri pertama maka kedua Pemohon mengajukan isbat nikah untuk melegalkan
perkawinan yang pernah dilakukan secara siri.

Dengan demikian maka terhadap 4 perkara yang menjadi hasil peneltian ini berbeda
alasan-alasan pengajuan permohonannya, ada yang alasannya untuk kepentingan naik haji
yang membutuhkan administrasi perkawinan sah berupa buku nikah, untuk legalitas
perkawinan poligami yang telah dilakukan secara siri, alasan karena istri pertama belum
memberikan keturunan, alasan dapat berlaku adil dan alasan karena telah terjadi perceraian
antara Pemohon dan istri pertama.

Meskipun begitu terhadap keempat perkara ini sebenarnya telah terjadi pelanggaran
yang dilakukan oleh pasangan yang menikah secara sirri ini, yaitu dengan menikah tanpa
tercatat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan. Sehingga kesalahan dari para pihak yang
ada di dalamnya khsusunya para Pemohon itu karena diri sendiri yang tidak mengikuti
prosedur aturan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu jika permohonan isbat nikah poligami
ini masuk dalam perkara di Pengadilan Agama maka demi untuk melindungi hak-hak
perempuan ada baiknya pemeriksaan perkara ini lebih tegas lagi dalam mengambil sebuah
keputusan atau penetapan.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Poligami
Isbat nikah poligami merupakan proses permohonan penetapan nikah yang
sebelumnya dilakukan tidak tercatat, yang dibarengi dengan penetapan sah tidaknya
perkawinan poligami yang dilakukan saat itu. Maka untuk menetapkan Isbat Nikah
Poligami harusnya permohonan yang dilakukan sudah memenuhi standar dan syarat
permohonan isbat nikah poligami.

Adapun sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke
Pegadilan Agama itu sendiri, dalam praktek, khususnya di Pengadilan Agama pihak-pihak
yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya:*®

1) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi; a) Guna untuk mencairkan dana

pensiun pada PT. Taspen, b) Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris;

2) Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No 1 Tahun 1974. ini
biasanya dilatar belakangi;
a. Karena Akta Nikah Hilang;

a) bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

b) bisa juga digunakan untuk Gugat Cerai;

¢) bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini;

BDepartemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974, (Jakarta:Ditjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 167.
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Untuk kasus Akta Nikah Hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk
memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan; tapi
kadangkala ditemukan juga pihak KUA nya menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di
KUA, atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya Itshat
Nikah yang dikumulasi dengan Gugat Cerai.

b. Karena tidak punya Akta Nikah Dalam hal ini kebanyakan diajukan Itsbat Nikah:

a) Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah

dilangsungkan karena menutupi malu;

b) Karena nikah dibawah tangan sebagai Isteri kedua dan belum dicatatkan;

c) Dan ada juga Itsbat Nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian

hukum dalam status sebagai isteri, yang pernikahannya dilakukan dibawah tangan,
dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami. *

Terhadap ketiga perkara Isbat Nikah Poligami yang diajukan di Pengadilan Agama
Gorontalo dan Pengadilan Agama Marisa, ketiganya dikabulkan dengan alasan yang telah
terpenuhi. Khusus untuk Isbat nikah Poligami yang diajukan di Pengadilan Agama
Gorontalo dengan Perkara Nomor: 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, perkara ini menimbulkan
perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut karena tidak
terpenuhinya alasan sesuai dengan harapan peraturan yang mengaturnya, namun berakhir
dengan dikabulkannya perkara dengan alasan kemaslahatan dan kebutuhan yang mendesak.

Jika dilihat secara hukum Islam pada prinsipnya jika perkawinan itu dilakukan telah
memenuhi syarat dan ketentuan secara agama Islam maka perkawinan tersebut telah sah
secara Islam, namun terkadang dalam persoalan isbat nikah yang menjadi dilema adalah
adanya masyarakat yang tidak jujur mengungkapkan fakta sebenarnya dalam proses itu.
Padahal secara hukum Islam persoalan perkawinan telah jelas diatur baik syarat dan
ketentuannya yang kemudian khusus untuk di Indonesia dikuatkan lagi dengan undang-
undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lain yang mengaturnya.
Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menghindar dari aturan perkawinan yang
telah diatur dalam Islam.

Begitupun dengan persoalan poligami, secara hukum Islam poligami masih menjadi
problem di masyarakat terhadap boleh tidaknya berpoligami, sebab sebagian ulama ada
yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Tetapi khusus untuk di Indonesia
sendiri, persoalan poligami dibolehkan dengan syarat sebagaimana dalam ketentuan
undang-undang yang mengaturnya. Jika syarat poligami telah terpenuhi maka poligami
dibolehkan melalui putusan Pengadilan Agama.

Selain itu terhadap perkara isbat nikah yang merupakan penetapan tentang kebenaran
(keabsahan) nikah dan juga sebagai penetapan dan pengesahan atas perkawinan yang telah
dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN

YDepartemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974, h. 167.
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yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dalam Kompilasi
Hukum Islam dijelaskan bahwa Itsbat Nikah adalah penetapan perkawinan yang dilakukan
oleh pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan kutipan buku
Akta Nikah (Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus tercantum dalam
pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Fakta yang terjadi di masyarakat masih
terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan hal tersebut sebagai wujud ketidaktaatan
terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan ketidaksesuaian
antara realitas hukum dengan ideal hukum yakni untuk ideal pernikahan selain
dilaksanakan menurut agama masing-masing juga harus dicatatkan kepada Pegawai
Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan
kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum
terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan
itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah
dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Islam merupakan agama yang memudahkan selama hal itu dilakukan demi kepentingan
dan kemaslahatan umat, dan tidak melanggar ketentuan yang telah disyariatkan dalam
Islam. Persoalan permohonan Isbat nikah poligami pada dasarnya tidak menjadi persoalan
karena hal itu merupakan bagian dari memudahkan segala bentuk kekeliruan yang
dilakukan sebelumnya. Namun kemudian, dengan kemudahan itulah banyak orang yang
memanfaatkan demi kepentingan pribadi. Padahal apa yang dilakukan sebelumnya sudah
pasti telah melanggar ketentuan yang mengaturnya, kesalahan dan kekeliruan ini terjadi
karena masyarakat itu sendiri yang lalai dan tidak memahami persoalan yang akan dihadapi
nanti.

Kurangnya sosialisasi terhadap masalah perkawinan, kurangnya pemahaman
masyarakat tentang persoalan perkawinan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu
sendiri, biasanya yang paling banyak menyebabkan kekeliruan dalam persoalan
perkawinan. Ada yang memahami masalah perkawinan tetapi kekeliruan dan kesalahan
dalam masalah perkawinan tetap dilakukan dilakukan dengan alasan mendesak hingga
akhirnya perkawinan yang dilakukan tidak tercatat, begitupun dengan masalah poligami,
biasanya tidak tercatatnya poligami itu karena perkawinannya dilakukan secara diam-diam
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada istri pertama, namun kemudian tetap dilakukan
demi untuk kepuasan secara pribadi.

Penetapan Isbat nikah poligami yang telah diberikan mandatnya kepada Pengadilan
Agama telah memudahkan persoalan poligami yang dilakukan secara tidak tercatat dan
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bahkan dilakukan secara diam-diam, namun kemudian kemudahan tersebut saat ini telah
dirubah kembali regulasinya sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3
Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam poin
Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum Keluarga salah satu
pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah
Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus
dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan
permohonan asal usul anak™. Sejak berlakunya aturan ini maka Pengadilan Agama lebih
banyak menolak dan tidak mengabulkan permohonan Isbat nikah poligami dengan alasan
tersebut.

4. Implikasi Hukum Terhadap Isbat Nikah Poligami

Persoalan nikah dibawah tangan atau disebut dengan nikah siri, yang kemudian
perkawinannya tersebut juga ternyata dilakukan dengan salah satu atau keduanya masih
dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan persoalan di masyarakat. Persoalan ini
biasanya akan secara langsung dirasakan oleh pelaku nikah siri, sehingga muncullah istilah
Isbat Nikah Poligami yang dilakukan oleh mereka yang pernah melakukan perkawinan siri
atau nikah dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang masih terikat perkawinan sah
dengan perempuan lain.

Dampak yang nantinya akan ditimbulkan dari adanya nikah siri terhadap perempuan
dan anak hasil perkawinan tersebut, yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal antara
lain; Pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut
agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika
belum dicatat oleh KUA. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga ibu (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan
ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan
dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak
tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak).
Anak-anak ini berstasus anak di luar perkawinan. Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan
yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Terhadap dampak nikah siri yang telah tersebut diatas, maka dengan dibolehkannya
mengajukan Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama, membuat status anak dan istri
yang dinikahi lebih dimudahkan dan terlindungi hak-haknya, meskipun saat ini aturan
tersebut kembali tidak dibolehkan untuk diterapkan meskipun demi kepentingan anak.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa, secara garis besar
perkawinan yang tidak dicatatkan memang menjadi persoalan di masyarakat dan juga
menjadi beban kerja dari Pengadilan Agama untuk penyelesaian persoalan perkawinan
yang tidak dicatatkan seperti ini. Perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan
membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para
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pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut terutama perempuan, terlebih lagi kalau
sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup
bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan
hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam
artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu
kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum
tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.

Adapun implikasi hukum terhadap Isbat Nikah Poligami berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan dengan menggunakan beberapa hasil penetapan Isbat nikah poligami
di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo antara lain;

Pertama, memudahkan urusan pihak yang berkepentingan, seperti halnya yang ada di
perkara Nomor : 357/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, diajukannya perkara ini sebagai perkara Isbat
Nikah Poligami karena para pihak memiliki kepentingan untuk administrasi pelaksanaan
ibadah haji khususnya Pemohon | dan Pemohon Il, sebab selama memiliki ikatan
perkawinan selama kurang lebih 37 Tahun keduanya tidak memiliki buku nikah dan sudah
punya keturunan, sementara untuk Pemohon | telah memiliki ikatan perkawinan secara sah
dengan Termohon.

Kedua, demi kepastian hukum status perkawinan, ketiga perkara Isbat nikah poligami
sebagaimana telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa ketiga permohonan tersebut
memiliki kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang telah
dilakukan. Kepastian hukum status perkawinan yang dimaksudkan antara lain untuk
mendapatkan legalitas atas perkawinan yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan buku
nikah.

Ketiga, status anak, ketiga perkara tersebut diatas perkawinan kedua semuanya
dilakukan atas izin istri pertama, semuanya pun telah memiliki anak keturunan dengan istri
kedua, sehingga meskipun perkawinan ini telah lama berlangsung dan tidak ada
permasalahan antara istri pertama dan kedua, namun anak-anak hasil perkawinan tidak
memiliki status yang jelas karena perkawinan hanya dilakukan secara siri.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan
perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan
memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak
maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah
pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan
mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Secara hukum Islam penetapan Isbat nikah poligami memang tidak diatur dalam Islam,
perkara ini merupakan perkara yang ada di Indonesia dan dibenarkan untuk dilakukan
selama tidak bertentangan dengan aturan yang mengaturnya, sementara untuk perkawinan
yang tidak tercatat yang menyebabkan adanya perkara isbat nikah poligami pada dasarnya
tidak ada aturan baku dalam Islam tentang pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan
merupakan syarat administratif negara untuk mengatur agar perkawinan itu mendapatkan
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legalitas, sehingga secara Islam perkawinan yang dilakukan telah memenuhi syarat sahnya
perkawinan meskipun tidak tercatat tetap dianggap sah, melihat adanya pihak-pihak yang
dirugikan kepentingannya dalam persoalan perkawinan maka negara membolehkan isbat
nikah demi untuk menetapkan legalitas perkawinan yang dilakukan dengan tidak sah,
namun demikian implikasi hukum terhadap isbat nikah sangat berpengaruh pada
perempuan dan anak hasil perkawinan.

Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Poligami Sebelum
Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Pelaksanaan Isbat nikah poligami pada prinsipnya sama dengan pelaksanaan Isbat
nikah pada umumnya namun dalam Isbat nikah poligami ditambah dengan adanya
penetapan sah tidaknya poligami yang dilakukan saat itu. Islam pada dasarnya menganut
sisitem monogami tetapi memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami
secara terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan
sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri
adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam
tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi
tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua laki-laki mempunyai
kemampuan untuk poligami, maka Islam memberikan semacam keringanan laki-laki yang
memang mempunyai tugas berat sebagai kepala rumah tangga itu untuk melaksanakan
poligami terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pertimbangan putusan
hakim terhadap perkara isbat nikah poligami di wilayah Pengadilan Tinggi Agama sebelum
berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pada prinsipnya para hakim
pengadilan Agama lebih banyak mengikuti aturan yang mengatur tentang pelaksanaan isbat
nikah poligami, sehingga ketika aturan itu membolehkan maka lebih banyak para hakim
memeriksa dan mengabulkan perkara tersebut meskipun ada pula hakim yang
mempertimbangkan secara sendiri, tetapi ketika perkara ini berubah aturannya dari yang
boleh kemudian tidak diperbolehkan pada intinya para hakim memiliki kewenangan untuk
mempertimbangkan secara pribadi dalam hal pertimbangan hukumnya, apakah mengikuti
aturan tersebut atau mengikuti arah pemikiran sendiri dari seorang hakim untuk dapat
mengabulkan atau tidak.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap hakim yang ada di wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menunjukkan perbedaan pendapat antara para
hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3
Tahun 2018. Salah satu hakim pernah menangani dan mengabulkan perkara ini dengan
alasan demi kepentingan perempuan dan anak serta tidak adanya keberatan dari istri
pertama maka isbat nikah ini dikabulkan. Namun salah satu hakim yang tidak sepakat
dengan adanya isbat nikah poligami meskipun dalam undang-undang dibolehkan memiliki
pandangan bahwa untuk menjaga hak-hak dan harkat serta martabat seorang perempuan,
serta khawatir jika ini dibolehkan akan memperbanyak perkawinan siri poligami yang
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dilakukan terselubung, oleh sebab itu salah satu hakim ini lebih memilih untuk menolak
perkara isbat nikah poligami dengan alasan apapun.

Proses pelaksanaan isbat nikah poligami menurut para hakim yang pernah terlibat
secara langsung dalam menangani perkara isbat nikah poligami tetap harus memenuhi
ketentuan hukum acara Peradilan Agama, sebagai peraturan hukum yang mengatur
bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau
bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak
agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam proses pemeriksaa perkara Isbat nikah poligami terdapat beberapa hal yang
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak perkara isbat
nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Terhadap perkara ishat
nikah poligami yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan
maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dalam proses penerapan hukumnya majelis
hakim menggunakan metode argumentasi yang disebut juga dengan metode penalaran
hukum, redenering atau reasoning. Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya
tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi, yaitu dengan
menggunakan beberapa metode:

a. Metode Argumentum Peranalogiam Terhadap Syarat Permohonan Isbat Nikah
Poligami
Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit
ruang lingkup, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip
dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi analogi ini merupakan
metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah
peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun
yang belum ada peraturannya. *>

Suatu peraturan khusus dalam undang-undang dihadirkan ketentuan umum yang tidak
tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan
disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang tidak diatur oleh
undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-
undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang
tersebut, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
Kadang-kadang peraturan perundang undangan terlalu sempit ruang lingkupnya, maka
hakim dapat menerapkan metode ini pada peristiwa yang sama, serupa dan sejenis.

Mengabulkan suatu permohonan dalam proses peradilan khususnya di lingkungan
Peradilan Agama juga bukanlah hal yang mudah untuk dalalui oleh seorang hakim. Putusan

1> Riyanta, Metode Penemuan Hukum (Studi Koomparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif),
dalam Jurnal Penelitian Agama, (Vol. XVII, Nomor 2 Mei-Agustus, 2008), h. 418.

16 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2008), h. 128.
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yang dijatuhkan dalam bentuk penetapan dalam perkara permohonan pun harus benar-benar
melalui proses pemeriksaan pengadilan yang jujur (fair trial) dengan pertimbangan yang
didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (moral justice) tidak memihak kepada
siapapun dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat suatu perkara yang hukumnya kurang jelas atau
masih bersifat umum maka diupayakan hakim dapat melakukan penemuan hukum, demi
untuk memberikan putusan yang berkeadilan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan
putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat pula dengan melakukan pengembanan
hukum (rechtsboefening) yaitu kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya
hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan,
menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari dan mengajarkan hukum.

Amir Syamsudin seorang praktisi hukum yang bergiat sebagai seorang advokat,
memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pombentukan hukum
olen hakim dan upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya
berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang di gunakan agar penerapan
hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat di lakukan secara tepat dan relevan menurut
hukum, sehingga hasil yang diperolen dari proses itu dapat diterima dan
dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum. *’

Terhadap perkara isbat nikah poligami merupakan salah satu perkara yang tidak diatur
dalam undang-undang Perkawinan maupun KHI namun dibolehkan dalam penjelasan buku
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau pada Buku I,
menunjukkan adanya ketentuan yang membolehkan isbat nikah poligami dengan syarat
harus mendudukkan istri terdahulu sebagai salah satu pihak dalam permohonan isbat nikah.
Pedoman inilah yang menjadi dasar majelis hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah
poligami dengan mendasarkan pelaksanaan isbat nikah poligami pada hukum acara
pelaksanaan isbat nikah pada umumnya.

Pelaksanaan isbat nikah poligami khususnya yang ada di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini pada
permohonan yang dikabulkan, para hakim beralasan bahwa dikabulkannya perkara isbat
nikah poligami itu karena syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam aturan buku
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau pada Buku Il telah
terpenuhi, begitupun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dianggap telah terpenuhi
sehingga dapat dikabulkan. Terpenuhinya syarat isbat nikah poligami ini berdasarkan
ketentuan yang mengaturnya misalnya syarat tentang menghadirkan pihak Termohon dalam
sidang yang dalam hal ini adalah istri pertama Pemohon I, sementara yang bertindak
sebagai Pemohon adalah Pasangan suami istri yang telah menikah secara siri dalam
kedudukannya disebut sebagai Pemohon | dan Pemohon II. Selain itu juga terpenuhi

Y Amir Syamsudin, Penemuan Hukum Ataukah Perilaku Chaos, Harian Kompas, Jumat, 4 Januari 2008,
h. 6, sebagaimana disitir dari Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 37.
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alasan-alasan diajukannya isbat nikah poligami misalnya syarat dan rukun perkawinan
terpenuhi secara hukum Islam, istri pertama tidak keberatan, dan terdapat anak hasil
perkawinan yang harus dilindungi kepentingannya.

Mengabulkan perkara isbat nikah poligami ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah
juga dilakukan oleh majelis hakim yang menangani perkara, karena perkara ini tidak diatur
secara khusus dalam aturan UU Perkawinan dan KHI, sehingga bagi hakim yang
menangani perkara isbat nikah poligami harus lebih jeli dalam pertimbangan hukumnya,
khususnya dalam melakukan penalaran hukum. Sehingga dengan melakukan penerapan
metode analogi berarti majelis hakim telah memperluas peraturan perundang-undangan
yang terlalu sempit ruang lingkupnya, sebagaimana dalam perkara isbat nikah poligami
yang diatur dalam undang-undang hanyalah isbat nikah pada umumnya yang kemudian
diperluas dengan dibolehkannya isbat nikah poligami. Penerapan metode analogi ini
kemudian lebih banyak diterapkan hakim dengan melihat peristiwa yang serupa yaitu 2
perkara yang berbeda, perkara poligami dan perkara isbat nikah. Dengan demikian maka
berdasarkan dua perkara tersebut dan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perkara
tersebut maka akan lebih memudahkan majelis hakim dalam penerapan hukumnya untuk
mengabulkan perkara.

Hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi dalam mengabulkan suatu perkara,
tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang
benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar
masyarakat. Hakim sebagai pribadi penegak hukum memiliki kepribadian otoritarian dan
kepribadian demokratis (kepribadian berempati tinggi) yang memungkinkan pengaruh
dalam menjatuhkan putusan. Sehingga jelaslah aspek moralitas pribadi hakim memegang
peranan yang sangat penting dalam mengadili suatu perkara.

b. Metode Interpretasi Teleologis dalam Menolak atau Tidak Menerima Permohonan
Isbat Nikah Poligami
Interpretasi teleologis (sosiologis), hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan
tujuan pembentuk undang-undang. Sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-
katanya. Interpretasi teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan
berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang disesuaikan dengan
hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan
dengan berbagai cara dalam memecah perkara yang sedang terjadi sekarang. Terhadap
perkara isbat nikah poligami sebenarnya tujuan dibolehkan untuk dikabulkan itu karena
adanya tujuan kemasyarakatan, seperti memperjelas status anak hasil perkawinan, status
perempuan dalam perkawinan dan status perkawinan itu sendiri.

Dalam perkara isbat nikah poligami sebelum berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018,
terdapat pula perkara yang ditolak atau tidak dikabulkan oleh majelis hakim akibat dari
tidak terdapat alasan hukum dalam mengajukan permohonan isbat nikah poligami.
Meskipun tujuan dari dibolehkannya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara
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isbat nikah poligami dalam sistem peradilan agama, namun ketika alasan, syarat dan
ketentuannya tidak terpenuhi maka majelis hakim memiliki kewenangan untuk
memutuskan perkara seperti ini dapat ditolak atau tidak dikabulkan.

Tugas dan tanggung jawab hakim memeriksa perkara perdata di persidangan dalam
rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan melalui proses
peradilan yang nyata. Hakim diharapkan mampu memberi perlindungan hukum dan
keadilan kepada para pihak pencari keadilan dalam rangka penyelesaian perkara, tanpa
harus diminta dan tanpa diskriminasi, serta memberikan putusan yang bermutu, tepat,
tuntas, final dan eksekutabel.

Pandangan hakim terhaadap penolakan atau tidak dikabulkannya permohonan perkara
isbat nikah poligami, lebih banyak disebabkan oleh alasan yang tidak terpenuhi, syarat
sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi dan yang terakhir
disebabkan oleh pertimbangan hakim itu sendiri, sehingga meskipun syarat dan ketentuan
isbat nikah poligami telah terpenuhi tetapi hakim memiliki pandangan lain dalam perkara
tersebut maka permohonan isbat nikah poligami dapat saja ditolak permohonannya.

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi
mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun
kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak
dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan
Agama”. Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) Adanya perkawinan dalam
rangka penyelesaian perceraian b) Hilangnya Akta Nikah c) Adanya keraguan tentang sah
atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang
tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974”.

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang,
kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.
Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan
tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya
perkawinan bawah tangan secara massif. Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah
dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk
sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan
akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai
kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera
pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Royana Latif Progrefitas Hakim.....



As-Syams: Journal Hukum Islam Vol. 2, No. 1. Februari 2021, 126-164
ISSN: 2622-965X

| 152

Jika melihat perkara Isbat nikah poligami yang dilaksanakan di Pengadilan Agama
sering menjadi dilema dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Terkadang untuk
menolak perkara seperti ini harus difikirkan secara matang dan dengan mempertimbangkan
berbagai hal, sebab ada kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilindungi khususnya
bagi mereka yang berkepentingan di dalamnya.

Selain itu, menurut hukum acara perdata kumulasi perkara permohonan tidak diatur
dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang mengaturnya secara rinci. Akan tetapi,
dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terdapat
pembahasan penggabungan permohonan akibat perceraian yaitu pasal 66 ayat (5) dan 86
ayat (1) yang berbunyi: Pasal 66 ayat (5), “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak,
nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. “Pasal 86 ayat (1), “Gugatan
soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat
diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap”. '

Berdasarkan pasal tersebut di atas tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau
dilarangnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah. Akan tetapi berdasarkan
dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama tertulis bahwa,
“Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila
penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan
itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat
mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.”

Oleh sebab itu kejelian dan ketelitian hakim dalam menangani perkara di Pengadilan
Agama sangat diperlukan, terutama terhadap aturan-aturan yang masih bersifat abstrak atau
belum terlalu jelas. Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak,
tidak dapat di terapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh Karena itu
ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan di sesuaikan
dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus di
cari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undangnya di tafsirkan untuk
dapat diterapkan.

Pada prinsipnya pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, Ketentuan ini, mengisyaratkan
bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum
mengaturnya, hakim harus bertindak berdasrkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan

'8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang
merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya.

Terhadap pelaksanaan ishbat nikah poligami, pada dasarnya tidak ada ketentuan
undang-undang yang secara khusus mengaturnya, namun perkara ini didasarkan pada Pasal
71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan aturan dalam Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama serta syarat dan rukun serta tidak
ada hal-hal yang menghalangi perkawinan Pemohon dengan istri kedua. Sehingga
berdasarkan atas inisiatif hakim dan kejelian hakim dalam memeriksa perkara ini maka
perkara ini dapat dikabulkan di Pengadilan Agama, selama itu dipertimbangkan demi
kemaslahatan, meskipun saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi.

Poligami dalam Islam bukan tanpa aturan, melainkan Islam membolehkan poligami
mempunyai sayarat dan batasan jumlah maksimal dalam brepoligami. Poligami terbatas
pokok kriteria persyaratannya adalah: 1. Jumlah istri yang dipoligami paling banyak 4
orang wanita, 2. Dimumgkinkan laki-laki itu dapat berbuat adil terhadap istriistrinya, Adil
dalam hal ini menyangkut keadilan lahiriyah dan batiniyah.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami sebagai alternatif atau jalan
keluar untuk mengatasi penyaluran nafsu sahwat laki-laki atau sebab-sebab lain yang
mengganggu ketentraman batinnya, agar tidak sampai jatuh kemedan perzinaan maupun
pelacuran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama. Sudah dijelaskan dasar pokok
diperbolehkannya poligami dalam Al-Qur’an yaitu pada surat An-Nisa’ ayat 3. Dan juga
hadis Nabi Muhammad SAW, bersabda pada waktu Ghailan masuk Islam bersama
beberapa temannya yang masing-masing mempunyai istri sepuluh. “ambil empat orang dan
ceraikan selainnya”.

Dengan demikian maka Poligami sejak dahulu memang sudah banyak dipraktekkan di
masyarakat Islam, hanya saja untuk saat ini lebih banyak dilakukan dengan cara yang tidak
diketahui oleh masyarakat umum, terutama istri pertama sehingga menimbulkan banyaknya
perkawinan yang dilakukan dengan tidak tercatat. Pada akhirnya persoalan seperti ini akan
menimbulkan permasalahan yang lebih banyak lagi di masyarakat.

Progresivitas Hakim Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Poligami Setelah Berlakunya
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 3 Tahun 2018
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam poin Rumusan
Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah Hukum Keluarga salah satu
pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah
Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus
dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan
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permohonan asal usul anak”'®. Dengan berlakunya aturan ini maka kemungkinan untuk
menerima dan mengabulkan perkara Isbat nikah poligami sudah sangat Kkecil
kemungkinannya. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dalam rangka melihat bagaimana
perspektif hakim di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tentang pelaksanaan
Isbat nikah poligami di Pengadilan Agama.

Hakim merupakan salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan, sebagai subjek
yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di pengadilan. Hakim yang merupakan
personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari
keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang
hakim dibatasi oleh rambu-rambu, seperti; akuntabilitas, integritas moral dan etika,
transparansi dan pengawasan. Profesi hakim menuntut pada pemahaman akan konsep
kebebasan yang bertanggung jawab karena kebebasan yang dimilikinya tidak boleh
melanggar dan merugikan kebebasan orang lain. Kebebasan yang dimaksud dalam hal ini
adalah kebebasan dalam memutuskan perkara yang diajukan di lembaga peradilan, sebab
hakim memiliki wewenang untuk memutuskan setiap perkara di dalamnya berdasarkan
keyakinannya dan berdasarkan fakta pembuktian dalam proses persidangan.

Kebebasan hakim dalam memutuskan bukan dalam artian dibebaskan tanpa dasar yang
jelas tetapi dibebaskan dengan tetap mempunyai pedoman yang jelas dalam menentukan
suatu putusan terutama jika dalam hal tidak ditemukannya hukum yang jelas untuk
diterapkan dalam suatu perkara maka metode penemuan hukum dibolehkan dapat dilakukan
oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Penemuan hukum terutama dilakukan oleh
hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim
dianggap yang mempunyai wibawa. limuan hukum pun mengadakan penemuan hukum.
Hanya kalau penemuan hukum oleh hakin itu adalah hukum dan dapat digunakan sebagai
pedoman untuk memutuskan perkara-perkara serupa.

Perkara Isbat nikah poligami yang diajukan di Pengadilan Agama membutuhkan nalar
dan kebebasan hakim dalam proses penyelesaiannya. Salah satu konsekuensi yang lahir dari
otonomi kebebasan hakim yakni mempersamakan putusan yang dijatuhkannya serupa atau
tidak berbeda dengan putusan Tuhan judicium dei. Namun, hakim yang sadar, tidak
terlampau gembira menerima predikat tersebut. Sebab terlampau banyak kritik yang
ditujukan terhadap berbagai cacat dan kelemahan putusan hakim, sehingga tidak layak
menyamakannya dengan judicial dei. Begitupun dengan penerapan metode penemuan
hukum dalam perkara isbat nikah poligami terutama disaat pelaksanaannya tidak
dibolehkan lagi setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

¥Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
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Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim yang ada di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo, menunjukkan bahwa sebagian besar hakim diwilayah Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo, tidak sepakat dengan adanya aturan dari SEMA No. 3 tahun
2018 Rumusan Kamar Agama poin 8, sebab aturan ini dianggap sebagai aturan yang tidak
mengatur secara menyeluruh. Banyak hak-hak perempuan dan anak yang semestinya harus
diperjuangkan dalam perkara Isbat nikah poligami. Sehingga terkadang ada hakim yang
memilih untuk mengesampingkan aturan ini demi untuk kemaslahatan.

Padangan hakim lebih banyak memikirkan tentang kepentingan bersama yang ada
dibalik perkawinan yang dilakukan itu. Jika perkawinan yang dilakukan telah memenuhi
syarat dan ketentuan dalam Islam maka kenapa tidak untuk dilegalkan melalui Pengadilan.
Begitupun dengan pelaksanaan poligami yang tidak tercatat, jika poligami yang dilakukan
telah memebuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka majelis hakim pada umumnya
tidak akan menolak permohonan isbat nikah poligami meskipun telah ada aturan yang
melarangnya, sebab itu dilakukan hanya demi kepentingan masyarakat dan kemasalahatan
bersama.

Berdasarkan berbagai pandangan hakim sewilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo khususnya yang pernah menangani masalah isbat nikah poligami dapat dilihat
terdapat 2 metode yang digunakan oleh majelis hakim dalam rangka menerima, memeriksa
dan memutus perkara isbat nikah poligami yang diajukan setelah berlakunya SEMA Nomor
3 Tahun 2018, yaitu:

1. Metode Metode Hermeneutika Hukum (Interpretasi Hukum)

Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan
dengan teori tentang penafsiran. Pengertian teori disini tidak hanya untuk menunjuk suatu
eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang membimbing penafsiran-penafsiran teks.
Dikaitkan dengan Hermeneutika hukum maka diartikan sebagai salah satu metode untuk
memecahkan berbagai persoalan hukum yang multitafsir. Penggunaan berbagai metode
penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang
berbeda pula. Sehingga sangat mungkin antara satu hakim dengan hakim yang lain dalam
menangani perkara sejenis, metode penafsiran yang digunakan saling berbeda. Tetapi bagi
hakim yang sangat penting adalah putusan mana sekiranya dapat diterima atau layak baik
para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya hakim dalam pemeriksaan suatu perkara selalu di hadapkan pada
peristiwa konkret, konflik ataupun kasus yang harus diselesaikan atau di cari pemecahanya
dan untuk itulah perlu di carikan hukumnya. Terkadang ada kasus yang hukumnya justru
tidak ada hukum yang mengatur secara khusus tetapi harus diberikan kepastian hukum
terhadap para pihak yang mengajukannya, termasuk pada perkara isbat nikah poligami ini
yang secara hukum Islam maupun hukum positif aturannya tidak dijelaskan secara khusus,
sehingga menimbulkan perbedaan pandangan pada hakim itu sendiri.
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Adapun yang dimaksud dengan penemuan hukum merupakan suatu yang berkenaan
dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk,
melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari dan
mengajarkan hukum. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya
harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun
rechsvervijning (penghalusan/pengkonkretan hukum).

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat di
terapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh Karena itu ketentuan
undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan di sesuaikan dengan
peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus di cari
lebih dahulu dari peristiwa konkretnya kemudian undang-undangnya di tafsirkan untuk
dapat diterapkan. Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada bahwa apabila terjadi suatu
peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus
bertindak berdasrkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hal inilah para Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ishat nikah
poligami meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah berlaku. Untuk mengabulkan atau
menolak maupun tidak menerima permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 semua ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara. Sebab
ditangan hakimlah semua dapat terjadi, sebab hakim diberikan kewenangan untuk
menemukan hukum baru jika ternyata aturannya tidak ada ataupun aturannya ada tetapi
meragukan untuk digunakan sehingga hakim berhak untuk menemukan hukum sendiri yang
dilakukan berdasarkan kemandirian hakim itu sendiri.

2. Metode Mengesampingkan hukum

Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri putusannya, meskipun harus
mengabaikan atau mengesampingkan aturan yang mengaturnya, sebab hakimlah yang
memiliki kewenangan untuk menentukan putusan dan bertanggungjawab atas putusan yang
dibuatnya. Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
mengamanatkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab
atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Berdasarkan semangat proklamasi, falsafah
pancasila dan hukum dasar konstitusi UUD 1945, tugas dan tanggung jawab hakim secara
utuh adalah memberi perlindungan kepada pencari keadilan yang didalamnya terkandung
secara rinci tugas pokok dan fungsi hakim dalam proses peradilan. Tugas pokok dan fungsi
hakim dalam proses peradilan meliputi seluruh tindakan hakim dalam semua fungsi mulai
dari melakukan dading, konstatiring, kualifisiring, konstituring, dan eksekutoring.

Terhadap tindakan mengesampingkan hukum ini dapat pula digunakan oleh hakim
dalam memutuskan suatu perkara, dengan alasan kepentingan terbaik bagi para pihak yang
berperkara. Tindakan yang dilakukan hakim dalam rangka mengesampingkan hukum ini
juga dapat dilakukan hakim pada perkara isbat nikah poligami khususnya setelah
berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sebab isbat nikah poligami yang sebelumnya
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dapat dikabulkan ternyata telah dilarang untuk dikabulkan meskipun dengan alasan apapun.
Perubahan aturan seperti inilah yang nantinya juga akan menimbulkan perbedaan perspektif
dilingkungan hakim, ada hakim yang sepakat dengan aturan yang berlaku tetapi ada juga
yang tidak sepakat dengan aturan yang berlaku sehingga sering tidak menggunakan aturan
tersebut demi kepentingan para pihak.

Hakim telah diberikan hak imunitas yang merupakan konsekuensi dari kebebasan
kekuasaan kehakiman (judicial independency). Maksudnya dalam melaksanakan fungsi
peradilan, konstitusi memberikan hak imunitas kepada hakim dengan acuan sebagai
berikut; a) Salah atau benar putusan yang dijatuhkan hakim, harus dianggap benar dan adil
apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan
prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika prinsip ini tidak ditegakkan sebagai hukum besi,
maka bisa berakibat hancur dan runtuh sendi negara hukum maupun sendi dasar
penegakkan kepastian hukum, b) Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas
pelaksanaan menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan; 1) Meskipun ternyata hakim
dalam melaksanakan fungsi peradilan melakukan tindakan yang melampaui batas
wewenang (ultra vires), 2) Atau dalam memutus perkara, hakim keliru menerapkan hukum
(malpractice), dan 3) Maupun hakim melanggar proses beracara sesuai dengan hukum
acara yang berlaku (prosedural error).

Kuatnya kekebalan (immunity) yang melekat pada diri hakim, sehingga kedudukannya
dalam melaksanakan fungsi peradilan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Jika
prinsip imunitas tidak ditegakkan secara keras, akan kacau sistem peradilan, karena akan
terbuka pintu lebar-lebar untuk menggugat kebebasan kekuasaan kehakiman. Dan setiap
orang yang berperkara, akan menuntut pembatalan putusan, yang dibarengi menggugat
hakim melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian maka dalam persoalan perkara Isbat nikah poligami, kemandirian
hakim sangat diperlukan untuk menentukan boleh tidaknya perkara tersebut dikabulkan,
layak tidaknya perkara tersebut ditolak. Ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,
yang mana dalam poin Rumusan Kamar Agama Huruf A pembahasan tentang masalah
Hukum Keluarga salah satu pembahasannya terdapat dalam angka 8 yang menyatakan
bahwa “Permohonan Isbat Nikah Poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan
untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin
kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”.

Ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pelaksanaan isbat nikah poligami,
memang mendapatkan tanggapan yang beragam dari para hakim yang diberi kewenangan
untuk menyelesaikan perkara ini, ada yang menyetujuinya namun banyak pula yang tidak
setuju dan mengesampingkan aturan ini demi untuk kemasalahatan, selama perkawinan
yang dilakukan itu telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam
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(syara’). Peraturan syara’ adalah peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah
pernikahan.

Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan Syari’at Islam seperti yang telah
dirumuskan dalam kitab-kitab fikih dari berbagai madzhab yang pada intinya adalah
kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan
calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang
menunjukan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua
orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara’ serta
dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, di mana dua
orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab kabul tersebut.
Dua orang saksi tersebut mengerti tentang isi ijab dan kabul itu serta syarat-syarat lainnya
seperti yang telah dibentangkan dalam kajian figih, dan tidak terdapat larangan hukum
syara’.

Progresivitas hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami di wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Gorontalo sebelum dan sesudah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018
menunjukkan adanya perbedaan pandangan hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah
poligami, sebab pada dasarnya tidak ada ketentuan baku dalam aturan undang-undang yang
mengaturnya sebab ini merupakan penggabungan perkara permohonan, namun perkara ini
didasarkan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan aturan
dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama serta
syarat dan rukun serta tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan pemohon dengan
istri kedua.

Sehingga berdasarkan atas inisiatif hakim dan kejelian hakim dalam memeriksa
perkara isbat nikah poligami maka perkara ini dapat dikabulkan di Pengadilan Agama,
selama itu dipertimbangkan demi kemaslahatan, meskipun saat ini aturannya telah berubah.
Kemudian terhadap persoalan berlakunya SEMA ini mendapatkan tanggapan yang beragam
dari para hakim yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, ada yang
sepakat dan ada pula yang tidak sepakat dengan aturan ini, namun lebih banyak yang tidak
sepakat dengan aturan ini sebab dianggap sebagai aturan yang tidak melihat kemasalahatan
dan hak-hak yang harus dilindungi dalam perkawinan seperti ini, sehingga jika menangani
perkara seperti ini majelis akan memilih menggunakan kewenangannya berdasarkan
kemandirian hakim dalam menentukan putusannya, dapat mengabaikan atau
mengsampingkan aturan itu demi untuk kemasalahatan, selama perkawinan yang dilakukan
itu tidak melanggar ketentuan dalam hukum Islam dan dalam hukum acara Peradilan
Agama yang mengatur proses pelaksanaan isbat nikah.

Sebagian besar hakim yang menyetujui SEMA tersebut dalam rangka melihat bahwa
perkawinan itu merupakan sesuatu yang sakral, dilakukan secara terbuka, diketahui
masyarakat umum, tidak melanggar ketentuan yang mengaturnya, sebab jika perkawinan
siri apalagi perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan untuk kedua kalinya terus
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dilakukan maka akan semakin banyak yang perkawinannya tidak tercatat dan merusak
tatanan hukum Islam dan tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adanya perubahan aturan pelaksanaan isbat nikah poligami ini ternyata tidak menjadikan
para hakim Pengadilan Agama khususnya yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo menjadi satu pemahaman dalam menangani perkara isbat nikah poligami.
Perbedaan pandangan baik sebelum dan sesudah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018
tetap saja terjadi dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, sehingga atas perbedaan
ini menjadikan proses peradilan yang melahirkan putusan yang beragam padahal aturannya
sama.

Kesimpulan

1. Realitas pelaksanaan isbat nikah poligami di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 ketentuan yang menjadi hasil
penelitian yang telah dilakukan; 1) Pertimbangan hukum penetapan Isbat Nikah
Poligami di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, 2) Alasan Dikabulkan
Permohonan Isbat Nikah Poligami, 3) Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat
Nikah Poligami yang dapat dipastikan secara hukum Islam memang tidak diatur secara
khsusus, dan 4) Implikasi Hukum Terhadap Isbat Nikah Poligami.

2. Pertimbangan putusan hakim terhadap pelaksanaan isbat nikah poligami sebelum
berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada prinsipnya terdapat
progresivitas hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami sebelum
berlakunya SEMA, meskipun terdapat pandangan berbeda dari hakim yang pernah
menangani perkara tersebut, ada yang sepakat dengan dikabulkannya isbat nikah
poligami dan ada juga yang tidak sepakat dengan alasan karena melanggar hak-hak
perempuan di dalamnya. Progresivitas hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah
poligami sebelum adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat dilihat dalam proses
menangani perkara tersebut, yaitu; 1) Metode Argumentum Peranalogiam Terhadap
Syarat Permohonan Isbat Nikah Poligami, dan 2) Metode Interpretasi Teleologis dalam
Menolak atau Tidak Menerima Permohonan Isbat Nikah Poligami. Pada dasarnya
kedua metode ini digunakan majelis hakim sebagai pertimbangan untuk memutuskan
perkara isbat nikah poligami yang biasanya dilakukan oleh hakim, tetapi dengan
mengabulkan isbat nikah poligami merupakan suatu kemajuan bagi hakim karena
berani mengambil keputusan dan mempertimbangan dengan sebaik-baiknya putusan
yang diambil meskipun aturan yang mengaturnya juga dapat dikatakan belum terlalu
jelas dan menimbulkan penafsiran berbeda dari hakim yang menangani perkara.
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